
LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS 

NOMOR : 6 TAHUN 2000 SERI : D 

PERA:.TURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

NOMOR 3 TAHUN 2000 

TENTANG 

BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUMAS, 

Menimbang a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang 
Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum 
Pengaturan Mengenai Desa, maka Lembaga 
Musyawarah Desa sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II 
Banyumas Nomor 8 Tahun 1981 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan 
Perangkat Desa dipandang sudah tidak sesuai lagi; 

b. bahwa berhubung dengan itu dalam rangka 
mewujudkan wahana Demokrasi di desa yang 
berfungsi sebagai lembaga legislatif dan 
pengawasan dalam hal pe laksanaan 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka 
dipandang perlu membentuk Badan Perwakilan 
Desa dengan Peraturan Daerah; 
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~1cnging:\I 1. Undnng-undang Nomor 13 Tahun 1950 tenta.ng 
Pernbcntuknn Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-undang Non1or 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 60, Thmbahan Lembaran Negara 
Non1or 3839); 

3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang 
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang
Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, 
Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan 
Keputusan Presiden; 

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan 
Mengenai Desa. 

Dengan persetujuan 

orn:,\N PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

l\1EMUTUSKAN : 

~Jenetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN 
PERWAKTLAN DESA (BPD) 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dawn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ·: 
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a. Daerah adalah Daerah .Kabupaten Banyumas; 
b. Pen1erintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas; 
c. Bupati adalah Bupati Banyumas; 
d. Kecanmtan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah 

Kabupaten; 
e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan 

untuk mengatur dan menguru~ kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan asal-usul dan ~dat istiadat setempat yang diakui dalam 
sistem Pen1erintaban Nasional dan berada di daerah Kabupaten; 

f. Pen1erintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan 
oleb Pen1erintah Desa dan Badan Perwakilan Desa; 

g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa; 
· h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan 

Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang 
berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, 
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan 
pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa; 

1. Peraturan Desa ·adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala 
Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa; 

BAB II 

PEMBENTUKAN BPD 

Pasal 2 

Dalam rangka mewujudkan wahana Demokrasi di Desa yang berfungsi 
sebagai lembaga legislatif dan pengawasan dalam hal pelaks~an 
penyelenggaraan Pemerintaban Desa, maka di tiap Desa dibentuk BPD. 

Pasal 3 

Anggota BPD dipilih dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan. 
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Pasal 4 

(1) Tota cara dan pelaksanaan pemilihan anggota BPD diserahkan kepada 
Pen1erintah Desa dan masyarakat Desa sesuai dengan pedoman yang 
ditetapkan oleh Bupati dengan berasaskan langsung, umum, bebas, 
ral1asia, jujur, dan adil. 

(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
Kepala Desa membentuk panitia pemilihan anggota BPD. 

(3) Hasil pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan 
pemilihan harus dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan 
pengesahan. 

Pasal 5 

(1) Paling lambat 30 hari setelah pengesahan Bupati, Camat atas nama 
Bupati melantik anggota BPD. . 

(2) Sebelum memangku jabatannya, anggota ~PD mengucapkan 
sumpah/janji yang susunan kata-katanya sebagai berikut : 

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban
kewajiban saya, selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur
jujurnya, clan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam 
mengamalkan dan mempertahankan PaJ;lcasila sebagai dasar negara; 
dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang
Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta ·segala Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, Daerah dan Desa." 
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BAB III 

KEDUDUKAN DAN FUNGSI BPD 

Pasal 6 

(1) BPD sebagai Badan Perwakilan merupakan wahana untuk 
n1elaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. 

(2) BPD kedudukannya sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa. 

Pasal 7 

(1) BPD men1punyai fungsi: 
a. mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup clan 

berkembang di Desa yang bersangkutan; 
b. legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa 

bersan1a-sama Pemerintah Desa; 
c. pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan 

Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan clan Belanja Desa, serta 
Keputusan Kepala Desa; 

' 
(2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) · 

ditetapkan dalam Tata Tertib BPD . 
. 

(3) Dalam melaksanakan fungsi BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), anggota BPD mempunyai hale, kewajiban, dan wewenang yang 
sama. 

BAB IV 

TUGAS, WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN BPD 

Pasal 8 

(1) Tugas dan wewenang Badan Perwakilan Desa: 
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a. bersama-sruna Pemerintah Desa membentuk Panitia Pemilihan 
Kepata Desa; 

b. rnenctapkan dan n1engusulkan Pengangkatan, Pemberhentian 
Sc1nentara. dan Pernberhentian Kepala Desa, Perangkat Desa, dan 
Staf Sckretnriat BPD; 

c. bcrsmna-smna dcngan Kepala Desa merumuskan dan menetapkan 
Anggaran Pcndapatan dan Belartja Desa; 

d. bcrsan1a-sa1na Kepala Desa n1erumuskan dan menetapkan 
Peraturan Dcsa; 

e. ntelaksanakan pengawasan terhadap : 

1. pclaksanaan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa; 
2. pclaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 
3. k--ebijakan Peruerintahan Desa; 
4. pelaksanaan kerjasa1na antar Desa atau pihak Iain. 

f. n1en1berikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa 
terhadap l--ebijakatl yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa; 

g. n1enan1pung aspirasi masyarakat dan menyalurkan kepada pejabat 
atau instansi yang berwenang. 

(2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) 
ditetapkan dalam Tota Tertib BPD. 

Pasal 9 

(1) BPD mempunyai hale : 

a. mengadakan pembahasan atas Rancangan Peraturan Desa; 
b. mengajukan Rancangan Peraturan Desa; 
c. bersama-sama dengan Pemerintah Desa • menetapkan Anggaran 

Belanja BPD; 
d. menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD; 
e. mengajukan pernyataan pendapat; 
f. meminta pertanggungja~banKepala Desa. 

(2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dalam 
Perawran Tata Tertib BPD. . 
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Pasal 10 

(1) Anggota BPD mempunyai hak mengajukan pertanyaan, kedudukan 
protokoler, dan kedudukan keuangan. 

(2) Pelaksauaan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan 
dalan1 Peraturan Tota Tertib BPD. 

Pasal 11 

BPD men1punyai kewajiban: 

a. men1pertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 

b. n1engamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta 
mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

c. n1elaksanakan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
d. meningkatkan kesejahteraan rakyat di Desanya berdasarkan demokrasi 

ekonomi; 
e. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan 

pengaduan masyarakat serta menindaklanjuti penyelesaiannya. 

BAB V 

KEANGGOfAAN 

Pasal 12 

JnmJab anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlab penduduk Desa yang 
bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Jumlab penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 5 anggota; 
b. 1501 sampai dengan2000 jiwa, 7 anggota; 
c. 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 anggota; 
d. 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 'n anggota; 
e. lebih dari 3000 jiwa, 13 anggota. 
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Pasal 13 

Yang dapat n1enjadi anggota BPD adalah penduduk Desa setempat yang 
men1enuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
a. bcrtakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
b. setia dan taat krepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 
c. jujur dan adil; 
d. tida'k pemah terlibat langsmig atau tidak langsung dalam kegiatan yang 

n1cngkl1ianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G 30 S/PKI 
dan atau organisasi terlarang lainnya; 

e. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah 
sel-urang-k'llranguya 2 (dua) tahun berturut-turut yang dibuktikan 
den,gan Kartu Thuda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan 
Kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; 

f. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat 
Pertama; 

g. benm1ur sek'Urang-kurangnya 25 tahun; 
h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan 

Dol"ter; 
1. nyata-nyata tidak terganggu jiwa ingatannya yang dibuktikan dengan 

Surat Keterangan Dokter; 
J. beDkelak1.13.Il baik, yang dibuktikan Surat Keterangan dari Kepolisian; 
k. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana 

kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana 5 tahun a tau lebih; 
l. tidak dicabut hale pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang 

mempunyai kekuatan Hukum tetap; 
m. mengenal Desanya dan dikenal oleh masyarakat Desa setempat; 
n. bersedi.a dicalonkan menjadi anggota BPD. 

BAB VI 

ALAT KELENGKAPAN BPD 

Pasal 14 

A1at kelengkapan BPD terdiri dari : 
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a. Pintpinan BPD; 
b. Bidang-Bidang; 
c. Panitia-P:mitia. 

Bagian Pertama 
Pimpinan BPD 

Pasal 15 · 

(l} Pintpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua. 

(2) Wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak-banyalmya 
2 (dua) orang. 

(3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dari dan 
oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan 
secara khusus untuk itu. 

(4) Sebelum terbentuk pimpinan BPD, rapat BPD dipimpin oleh am.ggota 
tertua dan dibantu oleh anggota termuda. 

Bagian Kedua 
Bidang-Bidang 

Pasal 16 

(1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri 
dari: 

a. Bidang Pemerintahan; 
b. Bidang Pembangunan; 
c. Bidang Kemasyarakatan. 

(2) Jumlah anggota tiap Bidang disesuaikan dengan jumlah anggota BPD 
tidak termasuk Pimpinan BPD. 
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Bagian Ketiga 
Panitia-Panitia 

Pasal 17 

(1) Panitia-Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c dapat 
terdiri dari Panitia anggaran dan atau Panitia Khusus. 

(2) Pen1bentukan Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
disesuaikan dengan kebutuhan. 

BAB VII 

RAPAT-RAPAT BPD 

Pasal 18 

(1) BPD mengadakan rapat atas prakarsa sendiri atau atas pennintaan 
Kepala Desa secara berkala sekurang-kurangnya 4 kali dalam setahun. 

(2) BPD mengadakail rapat atas undangan Ketua Badan Perwakilan Desa. 

(3) PeJaksaoaan ketentuan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan 
dengan peraturan Tata Tertib BPD. 

·Pasal 19 

Rapat-rapat BPD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan 
tertutup berdasarkan peraturan Tata Tertib BPD atau atas kesepakatao 
PimpinanBPD. 

Pasal 20 

Rapat tertutup BPD dapat mengambil keputusan, kecuali mengenai : 
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a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa; 
b. usul pengangkatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Sekretariat 

BPD; 
c. pen1ilihan Ketua/Wakil Ketua Badan Perwakilan Desa; 
d. n1enetapkan Anggaran Pendapatan Belanja . Desa dan Anggaran 

Sekretariat BPD; 
e. penetapan Peraturan Desa; 
f. utang piutang, pinjanian dan pembebanan kepada Desa; 
g. Badan Usaha Milik Desa; 
h. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai; 
i. lrebijakan tata ruang; 
J. hal-bal lain yang bersifat membebani, membatasi hak, memuat 

larangan dan kewajiban kepada masyarakat. 

BAB VIII 

LARANGAN ANGGOTA BPD 

Pasal 21 

Anggota clan Pimpinan BPD tidak dibenarkan merangkap jabatan sebagai 
Kepala Desa, Perangkat Desa, Sekretaris/Staf Sekretariat BPD dan atau 
jabatan legislatiflainnya. 

BABIX 

KEDUDUKAN KEUANGAN BPD 

Pasal 22 

(1) Anggota dan Pimpinan BPD bethak menerima uang sidang dan atau 
tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan kemampuan 
keuangan Desa. 
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(2) Uang sidang anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) 
ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

Pasal 23 

(1) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan 
kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD. 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan setiap tahun 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maksimal IO % 
(sepuluh perseratus) dari jumlah Anggaran Belanja rutin. 

BABX 

MASA KEANGGOI'AAN DAN PEMBERHENTIAN 
ANGGOI'A BPD 

Pasal 24 

Masa keanggotaan BPD ditetapkan selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak 
tanggal pelantikan dan dapat dicalonkan atau dipilih kembali untuk satu 
kali masa keanggotaan berikutnya. 

Pasal 25 

Keanggotaan BPD berhenti karena : 
a. meninggal dunia; 
b. atas permintaan sendiri; 
c. masa keanggotaannya telah berakhir dan telah dilantik anggota Badan 

Perwakilan Desa yang baru; 
d. diberhentikan karena melanggar sumpah dan jabatan; 
e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang

undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang di 
masyarakat desa. 
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.. 
I 

BAB XI 

PENGGANTIAN ANGGOTA 
DAN PIMPINAN BPD ANTAR WAKTU 

Pasal 26 

( l) Terbadap anggota BPD yang berhenti sebelum masa keanggotaannya 
berakhir dapat diadakan penggantian anggota BPD. 

(2) Masa keanggotaan bagi anggota BPD pengganti adalah sisa waktu yang 
belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan. 

(3) Penggantian anggota BPD sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat 
dipilih dari cal on yang pernah diajukan. 

Pasal 27 

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah adanya 
penggantian anggota BPD, harus dilaporkan kepada Bupati untuk 
mendapat pengesahan dan dilantik oleh Camat atas nama Bupati. 

Pasal 28 

(1) Apabila Pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa 
jabatannya berakhir, dapat diadakan penggantian Pimpinan. 

(2) Penggantian Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
diadakan dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus untuk memilih 
Pimpinan BPD yang akan diganti. 

(3) Masa jabatan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
adalah masa jabatan sisa waktu yang belum dijalani oleh Pimpinan 
BPD yang berhenti atau diberhentikan. 
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BAB XII 

TINDAKAN PENYIDil{AN TERHADAP ANGGOI'A BPD 

Pasal 29 

(1} Tindal"3n pcnyidikan terhadap anggota BPD dapat dilaksanakan setelah 
ada petuberitahuan kepada Camat, kecuali jika yang bersangkutan 
tertangl"ap tangan n1elakukan tindak piclana kejahatan. 

(2) Dalan1 hal anggota BPD tertangkap tangan melakukan tindak pidana 
sebagain1ana din1aksud ayat (1), selambat-lambatnya 2 kali 24 jam 
dilaporkan kepada Can1at secara tertulis. 

BAB XIII 

SEKRETARIAT BPD 

Pasal 30 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat 
BPD. 

(2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh 
seorang Sekretaris dan dibantu oleh staf sekretariat sesuai dengan 
kebt101ban yang diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan pimpinan 
BPD. 

(3) Per:syaratan~ tatacara pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat 
BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) mengacu pada 
persyaratan dan tatacara pengangkatan Perangkat Desa. 

( 4) Sekretaris clan Staf Sekretariat BPD tidak boleh dirangkap oleh anggota 
BPD. Kepala Desa. Perangkat Desa danjabatan legislatif lainnya. 
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BAB XIV 

PEMILIH 

Pasal 31 

Yang dapat n1e1nilih anggota BPD adalah penduduk desa yang memenuhi 
persyarnran sebagai berikut : '· 

a. berun1ur 17 (tujuh betas) tahun atau sudah/pemah kawin; 
b. terdaftar sebagai penduduk desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan 

yang dibuktik1tn dengan Kartu Tonda Penduduk (KTP) atau Surat 
Ketcrangan Kependudukan yang dikeluarkan berwenang; 

c. nyata-nyata tidak terganggujiwa ingatannya; 
d. tidak sedang n1enjalani pidana penjara atau pidana kurungan 

berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hul'lllll tetap, karena tindak pidana yang diancam dengan pidana 
penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 

e. tidak sedang di ca but hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

BABXV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 32 

(1) Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dalam Keputusan BPD sesuai 
dengan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Persyaratan, tatacara pengangkatan dan masa jabatan Sekretaris dan 
Staf Sekretariat BPD ditetapkan oleh Kepala Desa dengan mengacu 
pada Peraruran Daerah yang mengatur tentang persyaratan dan tatacara 
pengangkatan Perangkat Desa. 
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(3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 
mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati. 

BAB XVI 

KETENTUAN PERALilIAN DAN PENUTUP 

Pasal 33 

(1) Len1baga Musyawarah Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan 
Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan 
dibentuk dan dilantiknya keanggotaan BPD berdasarkan Peraturan 
Daerahini. 

(2) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan 
Daerah ini, semua Oesa di Daerah harus sudah membentuk BPD 
berdasarkan Peraturan Daerah ini. 

(3) Untuk pertama kali pengisian anggota BPD, persyaratan pendidikan 
formal yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf f 
dapat berpendidikan Sekolah Dasar. 

Pasal 34 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Dearah 
Kabupaten Daerah Tmgkat II Banyumas Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata K.erja · Pemerintahan Desa dan Perangkat 
Desa, dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal 35 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 
Len1baran Daerah Kabupaten Banyumas. 

an di l:'U't'WOk 

l. 1 

Ditetapkan di Purwokerto 
pada tanggal 6 Maret 2000 

,\NYUH/\S 

' 

DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 SERI D 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

NOMOR 3 TAIRJN 2000 

TENTANG 

BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) 

I. PENJE,LASAN UMUM 

Sebagain1ana kita ketahui bersama, bahwa pada tanggal 7 Mei 1999 
telah diundangkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah, yang merupakan pengganti dari Undang
Undang Nomor 5 _Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di 
Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang 
PemeriDtaban Desa. · 

Dalam Pasal 67 dan Pasal Ill Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa pengaturan lebib 
lanjut mengenai Desa dan Kelurahan · ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten dan Kota berdasarkan Pedoman Umum yang 
ditetapkan oleh Pemerintah. 

Dalam rangka menindaklanju~i pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 1999 tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan 3 
(tiga) KeputusanMenteri DalaniNegeri, yaitu: 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tabun 1999 tentang 
Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan 
Menteri Dalam Negeri dan lnstruksi Menteri Dalam Negeri 
mengenai Pela~anaan Undang-Undang Nomor 5 Tabun 1979 
tentang Pemerintahan Desa; 
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2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa clan Kelurahan; 

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri N omor 64 Tahun 1999 tentang 
Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. 

Untuk menindaklanjuti Peraturan clan Keputusan Menteri Dalam 
N egeri terse but di atas, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan 
oleh Daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan 
Perwakilan Desa (BPD), sebagai perwujudan demokrasi di desa, yang 
berfungsi sebagai Lembaga legislasi clan pengawasan dalam hal 
pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan clan Belanja Desa 
dan Keputusan Desa. 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Pasa12 

Pasa13 s/d4 

Pasal 5 ayat ( 1) 

Pasal 5 ayat (2) 

: Cukup jelas. 

: Yang dimaksud dengan fungsi pengawasan 
adalah pengawasan terhadap kebij~anaan 
baik yang dituangkan dalam Peraturan 
Desa maupun Keputusan Kepala Desa, 
dengan demikian pengawasan yang 
dilakukan oleh BPD adalah bukan 
merupakan pengawasan yang bersifat 
teknis. 

: Cukup jelas. 

: Cukup jelas. 

: Pada waktu mengucapkan sumpah/janji 
lazimnya dipakai kata-kata tertentu sesuai 
· dengan agama masing-masing, yakni: 
a. diawali dengan ucapan "Demi Allah" 

untuk penganut agama Islam; 
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Pasal 6 ayat (1) 

Pasal 6 ayat (2) 

Pasal 7 ayat(l) 

Pasal 7 ayat (2) 

Pasal 7 ayat (3) 

Pasal 8 s/d 12 

Pasal 13 huruf a 

b. diakhiri ucapan "Semoga Tuhan 
menolong saya" untuk penganut agama 
Kristen Protestan/Katolik; 

c. diawali dengan ucapan "Om atah 
parawisesa" untuk agama Hindu; 

d. diawali dengan ucapan "Demi 
Sanghyang Adi Budha" untuk penganut 
agama Budha. 

: Cukup jelas. 

: Yang dimaksud dengan BPD berkedudukan 
sejajar dengan Pemerintah Desa adalah 
kedudukan BPD tidak tebih tinggi dan 
tidak tebih rendah clan bukan merupakan 
bagian dari Pemerintah Desa. 
Yang dimaksud dengan BPD sebagai mitra 
Pemerintah Desa adatah datam 
metaksanakan tugasnya BPD dan 
Pemerintah Desa wajib sating hormat 
menghormati, bantu membantu, sating 
mengisi guna tercapainya penyetenggaraan 
Pemerintahan Desa yang efisien dan efektif 
serta tercapainya kemakmuran Desa. 

: Cukup jetas. 

: BPD metaksanakan fungsi legistasi dan 
pengawasan, 1. sedang Pemerintah Desa 
metaksanakan tugas di bidang eksekutif. 

: Cukup jelas. 

: Cukup jetas. 

: Cukup jetas. 
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P-asal 13 huruf b 

Pasal 13 huruf c 

Pasal 13 huruf d 

: Yang dimaksud dengan setia dan taat 
kepada Pancasila dan UUD 1945 adalah 
tidak pemah melakukan tindakan atau 
mengajukan pemyataan yang bertentangan 
deng~n cita-cita proklamasi 17 Agustus 
1945 sebagaimana yang dirumuskan dalam 
Pembukaan UUD 1945. 

: Cukup jelas. 

: Yang dimaksud dengan terlibat secara 
langsung dalam G 30 S/PKI adalah : 

1) mereka yang merencanakan, turut 
merencanakan, atau mengetahui adanya 
perencanaan G 30 S/PKI, tetapi tidak 
melaporkan kepada pihak yang 
berwajib. 

2) mereka yang dengan kesadaran akan 
tujuannya melakukan kegiatan-kegiatan 
dalam pelaksanaan G 30 S/PKI tersebut. 

Sedang ·yang dimaksud dengan terlibat 
secara tidak langsung dalam G 30 S/PKI 
adalah: 

~ 1) mere~ yang menunjukan sikap, baik 
dalam perbuatan atau ucapan-ucapan 
yang bersifat menyetujui G 30 S/PKI; 

2) mereka yang secara sadar menunjukkan 
sikap baik dalam perbuatan atau ucapan 
yang menentang usaha penumpasan 
G30S/PKI. 
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... 

Yang dimaksud dengan organisasi 
terlarang ialah organisasi yang dengan 
tegas-tegas dinyatakan terlarang dengan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 13 huruf e s/d n : Cukup jelas. 

P.Jsal 14 s/d 20 

Pasal 21 

Pasal22 

Pasal 23 ayat ( 1) 

Pasal 23 ayat (2) 

Pasa124 

: Cukup jelas. 

: Larangan rangkap jabatan anggota clan 
pimpinan BPD dengan jabatan Kepala 
Desa dan Perangkat Desa serta Sekretaris 
BPD adalah dimaksudkan agar dapat 
dijamin pelaksanaan tugas yang obyektif 
dalam bidang legislatif dan pengawasan. 

: Cukup jelas. 

: Cukup jelas. 

: Pengertian untuk kegiatan BPD diberi:kan 
biaya sebesar maksimal 10 % adalah 
termasuk didalamnya untuk honorarium 
dan atau uang sidang anggota dan pimpinan 
BPD, gaji Sekretaris dan staf Sekretariat 
BPD, dan kegiatan-kegiatan lain yang 
menunjang pelaksanaan tu gas-tu gas BPD. 

: Cukup jelas. 

Pasal 25 huruf a s/d d : Cukup jelas. 

Pasal 25 huruf e : Yang dimaksud dengan melakukan 
perbuatan yang · bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku atau norma yang hidup dan 
berkembang dalam. masyarakat, antara lain : 
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Pasal 26 s/ d 29 

Pasal 30 ayat ( 1) 

Pasal 30 ayat (2) 

Pasal 30 ayat (3) s/ d 
ayat(4) 

Pasal 31 s/ d 35 

_ Dihuk.um pidana penjara atau kurungan 
berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

- Dijatuhi sanksi administrasi karena 
terlibat kecurangan dalam 
melaksanakan tugasnya sebagai Panitia 
Pemilihan Kepala Desa. 
Melanggar nonna-norma kesusilaan, 
kesopanan, adat istiadat yang nyata
nyata hdiup dan berkembang dalam 
kehidupan masyarakat Desa itu. 

: Cukup jelas. 

: Cukup jelas. 

: Sekretaris BPD clan staf sekretariat BPD 
. adalah bukan merupakan perangkat Desa. 

: Cukup jelas. 

: Cukup jelas. 
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SURAT KEPUTUSAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS 

NOMOR : 170/2/2000 

TENTANG 

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

TENTANG 

1. PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN 
DESA; 

2. PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
PEMERINTAH DESA; 

3. BADAN PERWAKILAN DESA (BPD); 
4. TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHA~, PELANT;rKAN, 

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN 
KEPALA DESA; 

5. TATA CARA PEN CALO NAN, . PENGANGKATAN, 
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN 

PERANGKAT DESA; 
6. PERATURAN DESA; 

7. RETRIBUSI . PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN 

JENAZAH; 
8. RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM. 
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Menhnbang 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS, 

a. bahwa dengan Surat Bupati Banyumas Nomor : 

188.3/158/1999 tanggal 17 Januari 2000 

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah 

menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah 

tentang: 

1. Badan Perwakilan Desa (BPD); 

2. Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, 

Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian 

Perangkat Desa; 

3. Tota Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, 

Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian 

Kepala Desa; 

4. Peraturan Desa; 

5. Pedoman Susunan Organisasi dan Tota Kerja 

Pemerintah Desa; 

6. Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan 

Desa; 

7. Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan 

Jenazab; 

8. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, 

untuk dibahas dalam Rapat Paripurna Dewan 
. . . 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas 

untuk mendapatkan persetujuan; 
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Mengingat 

Menetapkan : 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana 

ditnaksud pada huruf a diatas telah dibahas menurut 

tingkat pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Banyumas clan telah disetujui 

untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah; 

c. bahwa persetujuan terhadap Rancangan Peraturan 

Daerah tersebut diatas perlu ditetapkan dengan 

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Banyumas. 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Dalani Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 

1999 Nomor 60, Tanibahan Lembaran Negara 

Nomor 3839); 

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Banyumas Nomor : 170/9/2000 tentang 

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Banyumas. 

MEMUTUSKAN : 
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PERfAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

KEDUA 

Banyumas, tentang : 

1. Pen1bentukan, Penghapusan clan Penggabungan 

Desa; 

2. Pedon1an Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Pemerintah Desa; 

3. Badan Perwakilan Desa (BPD); 

4. Thta Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, 

Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian 

Kepala Desa; 

5. Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, 

Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian 

Perangkat Desa; 

6. Peraturan Desa; 

7. Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan 

Jenazah; 

8. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, 

untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah setelah 

diadakan perubahan dan penyempurnaan 

sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini. 

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari 

terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan 

sebagaimana mestinya. 
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Ditetapkan di Purwokerto 

pada tanggal 6 Maret 2000 

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS 

ttd. 

dr. TRI WALUYO BASUKI 
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